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P  E N E T A P A N

No. 1591/Pdt.P/2019/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan

telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh : 

N  a  m  a : YATI ;

U  m  u  r :   23 tahun  ;

Jenis kelamin :   Perempuan ;

A  g  a  m  a :   Katholik ;

Pekerjaan :   Wiraswasta ;

Kebangsaan :   Indonesia  ;

Tempat tinggal :   Komp. Windsor Phase Blok III Lt. 4 No. 14

RT.  003  RW.  009  Kelurahan  Lubuk  Baja

Kota Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

            Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah  membaca  surat  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Batam

tertanggal 15 November 2019 dibawah register No. 1591/Pdt.P/2019/PN.Btm

tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas

nama Pemohon tersebut diatas;
Setelah  membaca  berkas  perkara  dan  surat-surat  yang  berkenaan

dengan perkara permohonan tersebut;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di

dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA 

Menimbang,  bahwa  Pemohon  berdasarkan  surat  permohonannya

tertanggal  05  November  2019  yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1591/Pdt.P/2019/PN.Btm tanggal

15 November 2019 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia   ;
- Bahwa Identitas  Pemohon berdasarkan  Kutipan  Akta  Kelahiran

No.308/1996 tanggal 13 Mei 1996 bernama YATI lahir di  MORO,

pada tanggal 27 APRIL 1996 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak suami isteri  dari  KIM SENG dan

MINA ;
- Bahwa  saat  ini  Pemohon  ingin  menambah  nama  Pemohon

tersebut dari nama YATI menjadi YATI TAN ;
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- Bahwa  penambahan  nama tersebut  Pemohon  lakukan  karena

nama  Pemohon  terlalu  pendek  sehingga  selalu  bermasalah  di

Imigrasi luar negeri ;
- Bahwa   untuk   penambahan  nama Pemohon  tersebut  terlebih

dahulu  harus  mendapat  izin  dengan suatu surat Penetapan dari

Pengadilan Negeri  ;   

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon

kehadapan Bapak untuk dapat mengeluarkan  suatu  Surat Penetapan tentang

penambahan nama Pemohon tersebut, yang  “ AMARNYA “ berbunyi sebagai

berikut  :  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menambah  nama

pemohon dari nama YATI menjadi YATI TAN ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang

timbul dalam perkara ini

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan
pemohon hadir sendiri;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  menyatakan  tetap  kepada

permohonannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu tanda Penduduk atas nama Yati selanjutnya diberi tanda  

…P-1;

2. Fotocopi  Kartu  Keluarga  atas  nama  Yati selanjutnya  diberi  tanda..

………….........................................................................................P-2;

3. Fotocopi  Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yati selanjutnya diberi tanda  

…P-3;

4. Fotocopi Surat Keterangan atas nama Yati selanjutnya diberi tanda . .…P-4;

5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Yati selanjutnya diberi

tanda .....................................................................................................…P-5;

6. Fotocopi kartu tanda anggota atas nama Yati selanjutnya diberi tanda …P-

6;

Menimbang,  bahwa bukti  surat  tersebut  telah dinagazelen dan sesuai

dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;
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Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pemohon  menyatakan  tidak  ada

mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan

Pemohon  ini  adalah  memasukkan  marga   Pemohon  dibelakang  nama

Pemohon;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6; 

Menimbang,  bahwa  ketentuan  Undang-undang  No.  24  Tahun  2013

perubahan  atas  Undang-undang  No.  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi

Kependudukan  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan,  pengakuan,

penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting yang dialami  oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara

Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang,  bahwa  petitum  ke-2  dari  permohonan  pemohan  adalah

memberi  izin  kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon dari  nama

YATI menjadi YATI TAN;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam setiap dokumen pribadinya

tertulis YATI, selanjutnya Pemohon hendak memasukkan marga Pemohon yaitu

TAN  ,  dibelakang  nama  Pemohon,  sehingga  nama  Pemohon menjadi  YATI

TAN;

Menimbang, bahwa  Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan  perubahan  nama  dilaksanakan  berdasarkan  penetapan

pengadilan negeri tempat pemohon;

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilaporkan  oleh  penduduk  kepada  instansi  pelaksana  yang  menerbitkan

akta pencatatan sipil  paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
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3. Berdasarkan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  Pejabat

Pencatatan Sipil  membuat catatan pinggir  pada register  akta pencatatan

sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas

dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  Hakim

Pengadilan  Negeri  menetapkan  penambahan  marga  Pemohon  dibelakang

nama Pemohon  menjadi  YATI  TAN sehingga petitum ke-2 beralasan hukum

untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  karena  permohonan  Pemohon dikabulkan

seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan

atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

 Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

 Menetapkan penambahan marga Pemohon dibelakang nama Pemohon

menjadi YATI TAN;

 Membebankan  biaya  yang  timbul  dalam  permohonan  ini  kepada

Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (  seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, oleh

RENNI  PITUA  AMBARITA.,SH  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Batam,

Penetapan  mana  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum,  dengan

dibantu  oleh  :  HELI  AGUSTUTI.,SH  selaku  Panitera  Pengganti  dan  dihadiri

Pemohon; 

   PANITERA PENGGANTI                                             H A K I M  

      HELI AGUSTUTI.,SH                              RENNI PITUA AMBARITA., SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----------------------------------------------------Rp.      30.000,-
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- Biaya Proses/ATK---------------------------------------------------------Rp.      70.000,-

- Meterai Rp.        6.000,-

- Redaksi Rp.      10.000,-

- PNBP Panggilan----------------------------------------------------------- Rp.     10.000,-

J U M L A H-------------------------------------------------------------------Rp.    126.000,-
--------------------------------------(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)
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